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PICRATURAlf DBSA KARAlfGBAWAllfG 
NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA KARANGBAWANG 
a. bahwa sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan Desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala 
Desa didanai dari Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa 
(APBDesa),sehingga Kepala Oesa untuk melaksanaan 
kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana di maksud pada huruf a telah di bahas dan di 
sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

c . bahwa berda~nrl-::1 n pe rtimhan gnn seh ngc1 im :1nn d irn nksu d 
tL.h ,n h \1n :f :1 d a n 1> , pc;·l u I t. ;T , 1:q1 l, ;u1 l'. :u ,r,-Ll '.:t;u1 
f'eraluran Desa Tentang Anggaran Penuapalan <lan Uclauja 
Desa Tahun Anggaran (APBDesa) 2021 menjadi Peraturan 
Desa Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentan~ Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakh1r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Le g 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ). mbaran 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 t ' entang Dana 



Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembarllll Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57); 
4 - Peraturan Menteri OalaJD Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Menteri OalaJD Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tcntang Pedoman Pembangunan Desa ; 

6 - Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
tcntang Pedoman kewenangan berdasarka hak asal usul Desa 
kewcnangan lokal; 

7 · Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tcrtinggal, 
clan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata tertib dan mckanisme pengambilan keputusan 
musyawarah Desa; 

8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,dan 
Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalaln Negeri ffomor 84 Tahun 2015 
ten tang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa · 

10. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 20 Tahun '2018 
tentang _Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
IndoneSta Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peratu~ M~nteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transnugras1 Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Serita N R bl" Tahun 2019 Nomor 12oJ); egara epu 1k Indonesia 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Da rah~ . 
Transmigrasi Republik lndon . e ertinggal dan 
tentang Prioritas Penggunaan ;aia Nomor 13 Tahun 2020 
Negara Republik Indonesia Tahu':;o~~ Tahun 2021 (Serita 

13. Peraturan Menteri Kcuan omor 1035); 
tentang Pengclolaan Dana ~:omo~ 205/PMK.07 /2019 
Indonesia Tahun 2019 No (Benta Negara Republik 
beberapa kali diubah te~?r dl 700) sebagaimana telah 
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /~~20 engan Peraturan Menteri 
atas Peraturan Menteri Keuan tentang Pcrubahan Keti 
tentang Pengelolaan Dana t: Nom<:>r 156/PMK.07 /20ro 
Indonesia Tahun 2020 Nomor l l 93)·(Benta Negara Republik 

14. Peraturan Daerah Kabupate , 
2016 tentang RPJM Daerah n ~rbalingga Nomor 8 Tah 
2016-2021; bupaten Purbalin un 

15. Peraturan Bupati Purbalin gga tahun 
ten tang Penghasilan Tctap ~- Nomor 103 Tah 
yang S~ Bagi Kepala De~ d nJ~gan, dan Pene~n 20 9 
Purbahngga (Serita Daerah an erangkat Desa di aan Lain 
2019 Nomor 103)· Kabupaten Purbar Kabupaten 

16. Peraturan Bupati Purbalin mgga Tahun 
ten tang Tata Cara Pengalo:a. Nomor 105 Tah 
Dan Penggunaan Aloka . sian, Pembagian ~n 2019 

s1 Dana Deaa o·' nyaluran 
t Kabupaten 



Purbalin 
Purbali gga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

17. Perat ngga Tahun 2019 Nomor 105); 
T ta Uran Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang 
S \ 1 Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa 
(; ~p Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 
1 Oenta Daerah Ka bu paten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 

6)· 
l8. Peraiu B . . St r~ _upati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

t andansa~1 harga Material, Harga Sewa Peralatan'. dan Upah 
e?,aga KeIJa Semester Pertama Untuk bidang PekeIJaan umum 

Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah 

19 Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2); 
· Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati purbalingga Nomor 
20 ~ahun 2015 Tentang tata Cara Pengalokasian Bagian D~ 
Hasil Pajak derah dan Retribusi daerah Kepada Desa D1 
Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2020 Nomor 10); · 

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati . Purbalingga Nomor 106 
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2020 Nomor 54); 

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 
Tahun 2019 Ten tang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian, 
Penyaluran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa Di 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 83); 

22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10~ Tahun 2020 Tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan 
Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2020 Nomor 106); 

23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2020 Tentang 
Tata Cara Pembagian, dan Penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 
115); 

24. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Desa Karangbawang nomor Tahun 2017 Nomor 2); 

25. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Karangbawang tahun 2019 Nomor 2); 

26. Peraturan Desa Karangbawang nomor 9 Tahun 2020 Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Karangbawang Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 9); 

Dengan Keaepakatan Beraama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG 

dan 
KEPALA DESA KARANGBAWANG 

MEMUTUSKAN: 



llenete.pkaa ·~ BBI.Q~ DBSA TBlrrAKG AKGGARAlf PBIO)APATAJI DA1f 
BSA KARARGBAWAKG TABUR AllGOARAlf 2021 

An Pasal 1 
An ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun 

ggaran 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Desa Rp. 2.823.505.450,00 

2 · Belanja Desa RJ2. 2.749.020.927100 
Surpuls/Defisit RJ2. 74.484.523100 

3. Pembiayaan 
a. Penerirnaan Pembiayaan Rp. 25.515.477,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan RJ2. 0,00 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 25.515.477,00 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0,00 

Anggaran 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 
La.mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. Daftar Penyertaan Modal; 
c. Oaftar Dana Cadangan; 
d. Oaftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
Iandasan operasional pelaksanaan APB Desa. 

Pasal 5 
( 1) Pemerintah Oesa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum 
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 



sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) haru& (4) Kegiatan . 
memenuhi kriteria: 
a. bukan_ merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

~meni:itah Desa dan tidal< dapat diprediksi sebelurnnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. bera~~ ~iluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. menuliki dampak yang signifikan terhadap an~ 

dalarn_ rangka pemulihan yang disebabkan oleh keJadian 
luar b1asa dan/atau permasalahan sosisal; dan 

e. berskala lokal desa. 

Pasal6 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan daiarn pendapatan Desa 

pada tahun berjalan 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar obyek belanja· dan 
c. kegiatan yang belu~ dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
berjalan 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbawang. 

Oesa Ka.ra.11g1.>awang 
Desember 2020 
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